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1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang banyak melakukan kegiatan-

kegiatan dalam pembangunan khususnya kegiatan di bidang ekonomi. Pergerakan 

di bidang ekonomi ini membutuhkan adanya sarana dan prasarana yang baik 

untuk menunjang perkembangan, khususnya sarana dan prasarana transportasi. Ini 

dikarenakan pergerakan ekonomi tersebut tidak hanya berkutat pada satu wilayah 

tertentu saja tetapi juga menjangkau, melibatkan dan berhubungan dengan 

wilayah lainnya. 

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting 

dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat 

Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis 

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari 

sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan  pengangkutan 

dilakukan melalui darat, perairan dan udara guna menjangkau seluruh wilayah 

Indonesia.
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Namun, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kondisi jalan yang ada di 

Indonesia sebagian besar sudah mengalami kerusakan. Baik karena faktor alam 

maupun faktor manusia. Faktor alam seperti cuaca dan kondisi tanah yang tidak 

mendukung. Sedangkan untuk faktor manusia antara lain kesalahan desain 

geometrik jalan, kecurangan pada saat pembuatan jalan seperti Korupai, Koluai 

dan Nepotisme, sampai dengan perilaku pengguna jalan dan aparat yang 

bertanggung jawab untuk masalah tersebut. Dan karena kerusakan pada jalan 

tersebut pastinya dapat memicu terjadinya kecelakaan. 

Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam 

mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya 

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan 

perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran 

berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka pembangunan ekonomi dan 

pengembangan wilayah.
2
 

Dalam aktifitas angkutan barang, terdapat peraturan yang mengatur mengenai 

beban muatan dengan mempertimbangkan kemampuan layanan jalan dan 

disesuaikan dengan kelas jalan yang ada. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2011 tentang Pengawasan Angkutan Barang Pemerintah Provinsi 

Lampung, dalam aturan itu ditetapkan setiap kendaraan yang melebihi toleransi 

sebesar 5-15% dari Jenis Berat Diizinkan dikenakan denda. 
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Selama ini, pungutan daerah yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagaimana disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Keuangan tertanggal 1 Januari 2010 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diganti menjadi Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Diberlakukannya Undang-Undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk 

mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Tetapi, permasalahan yang 

dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber retribusi 

daerah dari uang denda kelebihan tonase adalah belum memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. 

Banyaknya kendaraan berat yang membawa muatan melebihi izin saat melewati 

suatu jalan tertentu sudah menjadi suatu hal yang lazim akhir-akhir ini. Surat 

Edaran Gubernur Lampung tentang Pembatasan Ukuran Bak Truk Angkutan 

Barang dan Pertambangan belum efektif diberlakukan. 

Bahkan hampir setiap hari truk angkutan batubara dengan kapasitas 40 ton 

berlalu-lalang dijalan raya wilayah Provinsi Lampung. Padahal Surat Edaran 

Gubernur mengamanatkan kapasitas angkut bak truk tidak boleh lebih dari 10 ton. 

Berkenaan dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Jembatan Timbang dan Terminal, tidak efektif jika kelebihan muatan (tonase) 

hanya dikenai denda. Bukan hanya jalan dan gorong-gorong yang rusak akibat 

muatan truk berlebih. Tapi jembatan pun dapat mudah rusak.  Setiap tahun, 
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pemerintah pusat dan daerah mengucurkan dana ratusan miliar rupiah untuk 

perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan di Lampung. 

Di Lampung Selatan, pengguna jalan dan seluruh warga masyarakat yang berada 

di sepanjang jalan lintas timur Kecamatan Sragi dan Ketapang, Lampung Selatan, 

juga mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah. Akses jalan nasional yang 

menghubungkan Sumatera Selatan-Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, itu 

rusak cukup parah. Untuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan saja, kerusakan 

terjadi di sekitar Desa Ketapang, Desa Legundi, Desa Ruguk, dan sebagian Desa 

Berundung-seluruhnya masuk Kecamatan Ketapang. Sementara itu, di Kecamatan 

Sragi, kerusakan cukup parah terjadi di Desa Bandar Agung. 

Lampung memiliki jalan lintas Jawa-Sumatera dengan rata-rata konstruksi jalan 

dibuat dengan muatan sumbu terberat (MST) 8,12 ton. Namun, fakta di lapangan 

kendaraan bermuatan mencapai 20 ton bebas lalu lalang di Lampung. Akibatnya, 

jalan darat rusak lebih cepat dibandingkan usia efektifnya. 

Seharusnya jembatan timbang difungsikan. Dengan begitu, kendaraan 

yang overload harus mengurangi muatannya atau dikenakan sanksi. Tapi, yang 

ada sekarang jembatan timbang justru menjadi ladang pungli baru. Kendaraan 

dengan muatan berlebih tetap bisa bebas lalu lalang karena sudah memberikan 

sejumlah uang. 

Guna mencegah kian parahnya kerusakan jalan, sejumlah daerah mengoptimalkan 

jembatan timbang sebagai alat kontrol tonase kendaraan. Kelebihan tonase 
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kendaraan merupakan pemicu rusaknya fisik jalan raya, di samping faktor labilitas 

medan.
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1.2 Pembatasan Masalah 

Penulis membatasi permasalahan hanya pada pemberlakuan Undang-Undang dan 

Peraturan Daerah yang berlaku di jembatan timbang mengenai kedudukan dan 

kontribusi uang denda kelebihan tonase terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Lampung Selatan. 

1.3 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1.3.1 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang Kedudukan dan Kontribusi Uang 

Denda Kelebihan Tonase pada Jembatan Timbang di Kabupaten terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi 

Lampung? 

2. Bagaimana pelaksanaan dan pengawasan pemungutan Uang Denda 

Kelebihan Tonase pada Jembatan Timbang di Kabupaten Lampung 

Selatan? 

1.3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah Dinas Provinsi Lampung dan Jembatan 

Timbang Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan. 

                                                           
3
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/03/11/04492054/Galakkan.Jembatan.Timbang oleh 

Harian Kompas | Kompas TV, pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014. 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/03/11/04492054/Galakkan.Jembatan.Timbang
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kedudukan undang-undang yang berlaku dalam bidang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan dan mengetahui kontribusi uang denda pada 

pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung. 

2. Mengetahui keadaan yang terjadi di lapangan bahwa undang-undang yang 

berlaku berjalan sesuai dengan fungsinya atau tidak dan sejauh mana pengaruh 

dari pengoperasian jembatan timbang terhadap kondisi jalan akibat adanya 

perbedaan peraturan mengenai kelebihan muatan yang telah ditetapkan dengan 

pelaksanaan di lapangan. 

3. Mengetahui faktor penghambat pada Pemerintah Provinsi Lampung, 

Perusahan Angkutan atau dari Supir Truknya itu sendiri dalam pemungutan 

uang denda kelebihan tonase tersebut di Jembatan Timbang Kabupaten 

Lampung Selatan. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Mendapat gambaran secara kuantitatif akibat adanya kelebihan muatan 

baik secara riil di lapangan, maupun secara teoritis atas pemberlakuan 

Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berlaku di jembatan timbang 

mengenai kedudukan dan kontribusi uang denda kelebihan tonase dan 

toleransi kelebihan muatan terhadap kondisi jalan khususnya terhadap 

umur layanan jalan. 
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2. Manfaat Praktis 

Mengetahui kegunaan dari adanya Peraturan dan Undang-Undang yang 

diberlakukan oleh pemerintah terhadap kedudukan dan kontribusi uang 

denda kelebihan tonase dan toleransi kelebihan muatan terhadap kondisi 

jalan khususnya terhadap umur layanan jalan.  


